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I.

NSneriono Sogkanto, Sosiolegl Buatu penagnatar, hal 17

Pendahu lLuaan

Banyak sekall pendapat-pendapsat dari para
sosiolog perihal lingkungan sosial yang dicita-citakan
atau yang ideal. Kebanyakan pendapat berasal dari para
sosie@log yang terhimpun dalam aliran struktural-
fungsionsal, Misalnya Max Weber, Emile Durkhiem, Talcot
Parsons, bahwa suatu lingkungan sosial yang ideal,
seyogianya dapat menyerasikan kepentingan-kepentingan
umun dan kepentingan-kepentingan pribadi, sehingga
tercapai suatu keadaan tersebut digambarkan sebagal
suatun keadaan damai atan kedaq}an, vang sebenarnys
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merupakan suatu keserasian antara__ketertiban dengan
ketentraman.l) I lei;fg
Di dalam pembicaraan sehafi-ﬁari mungkin diber-
ikan pelbagai arti pada hukum, warga masyarakat,
misalnya cenderung mengaftikan hukum sebagai petugas
ataun mungkin kepuotusan dari pejabsat. Para ahli hukum
vang berkecimpung dalam bidang praktis, mempunyai
kecenderungan uhtuk mengartikan hukum sebagai kaidah
norma ataupun tata hukum. Ahli-ahli dalsm bidang ilmu-
ilmu sosial biasanya mengartikan hukum sebsagai perila-
ka ajeg ataupun perilaku unik. Seorang ahli filsafat
bissanya mengartikan hukum sebagai jalinan dari pada
nilai-nilai yang berpasangan mungkin bersitegang.
Secara sosiologis, maka ﬁukum berfungsl untuk
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membimbing manusia, khususnya mengensai perilaku vyang
nyata. Di dalam hal ini, maka hukum dapat dipergunakan
sebagai sarana pengendalian maupun untuk merubah atau
menciptakan yang baru. Hukum dalam arti kaidah, mung-
kin suruhan, larangan biasanya bersifat imperatif
(memaksa), sedangkan yang berisikan kebolehan bersifat
ajektif (mengatur), Kaidah hﬁkum imperatif, secara
apriori harus ditaati, sedangksan yang ajektif secara
apriori tidak harus ditaati.

Sebenarnya tujuan hukum dapat dijadikan dasar,
akan tetapi ternyata bshwa variasinya tidak sedikit,
sehingga tidaklah mustahil bahwa hasil pengukurannya
herbeda-beds satu dengan lainnya.

IT. PERMASALAHAN

Pada suatu hari terjadi perselisihan antsara dus
orang anak dari keluarga X; 31-A adalah anak tertua
dan si-D adalsh anak bungsu dari kelnarga tersebut,
vang terlibat dalam perselisihan tadi. HMasalahnya
mungkin sepele saja, oleh karena menyvangkut pembsgian
kue yang menurut ﬁéndapat masing-masing tidak adil.
Padahal ibu mereka telah membagl kue tersebut secara
sama rata, sehingga tampgknya keduanya mendapat bagian
vang sama besarnys dari Lue'tersebut;

Yang melihatnya dari =kejaqhan sudah dapat
mepastikan, bahwa pembagian adalah adil. akan tetapi
kedua anak tersebuﬁ tétap -mera%akan, bahwa mereka

diperlakukan tidak adilJVmasalﬁth@?bagi‘mereka, bahwa
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ternyata si-A telah mencicipi kue tadi dsebelum diba-
gi; kejadian itu kebetulan dilihat oleh si-D.

Si-A berpendapat bahwa bagisnnya harus lebih
besar dia adalah ansk tertus dan usianysa pun lebih tua
sehingga sudah sepantasnya diaﬂgndapat bagian vang
lebih besar.

Kejadian seperti diatas, dapat saja dialami
cleh semua orang mungkin peristiwa yang berbeda-beda,
akan tetapi masalah pokoknya sama, yakni masalah
keadilan, dan ada kecenderungan yang kuat bagi dia
untuk sensntiasa memenuhi rasa keadilan tadi.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, bahwa tidak
jarang wmanusis mempunyai rasa keadilan yang berbeda-
beda inilah sebabnya salah sebab utama, mengapa tidak
jarang terjadi bentrokan antara orang-orang dengan
rasa keadilan masing-masing.

Untuk mencegah terjadinya bentrokan atau untuk
menyelesaikan bentrokan yang sudah terjadi, maka
diciptakanlah aneka macam kaedah norma, antara lain
kaedah hukum walaupun telsh diciptakan kaedah-kaedah
tersebut, namun tidaklah mustahil bahwa bentrokan
kepentingan masih mungkin terjadi, karena kriteria
yang dipergunaksn untuk membentuk kaeadah adalah
berbeda dengan kepentingan-kepentingan désar yang
perlu dijamin dan dilindungi.

Haksalah ini dimaksudkan untuk membahas secara

singkat mengenal aneka macam masalah yang menvangkut



keadilan, masalah ini memang sangat rumit. Namun
demikian walaupun masalah keadilan merupakan problem
vang rumit, wmanusia harus menghadapinya di dalam
kehidupan sehari-hari,baik secara sadar maupun secara
tidak sadar.

Kenyataan pun membuktikan, bahwa masalah yang
tampaknys kasdang-kadang sepele, akan dapat menimbul-

, kan akibat-akibat yvang tidak dapat diduga sebelumnya,
oleh karena kita berurusan dengan manusia dengan
segala mﬁém nilai, pola pikir, sikap dan perilaku.
1, PEMBAHASAN

Masalah penegakan hukum memang merupakan suatu
persoalan vang dihadapl oleh setiap masyarakat.
Walaupun demikian, setiap masvarakat dengan
karakteristiknya ,masing-masing, mungkin memberikan
corak permasalahan térsendiri didalam kKerangks
penegakan hukumnya, Persamsannya adalah, bahwa tujuan
masing-masing adalah agar didalam masyarskat tercapail
keadaan damai sebagai akibat penegakan hukum vyang
fungsional. Keadsan .damai atau kedamaian tersebut
berarti bahwa disatu pihak terdapat ketertiban antar
pribadi yang bersifat ekstern dan dilsin pihak terda-
pat ketentramaﬁ-pribadi vang bersgsifat intern.z)

Menhadapi pertanyaan Seperti diatas, maka

mungkin ada baiknya, untuk terlebih dshulu berbicara

23 Seidman, Robert BA op.cit



mengenai istilah hukum, vang biasnva Jjuga disimpang
siurkan artinya. Di dslam maskalah ini kemungkinan
hanya dibatasi pada dus hal, yakni hukum tertulis atau
perundang-undangan  dan hukum kebwiasasn atau huokum
adat. Pembicaraan selanjutnya akan bertitik tolak pada
pembedaan tersebut. Apabila titik tolsak pembicaraan
adalah peraturan perundang-undangan, maka ada Kkemung-
kinan bahwa timbul ketidak-adilan. oleh karena isi
peraturan memang tidak adil atau pelaksanaannnya vyang
tidak adil;‘Keadilan disini diartikan sebagi sesuatu
vang didasarkan pada azas kebutuhan, ysng lazimnya
dinamakan kesebandingan. Kesebandingsan tersebut memang
merupakan salah satu tugas hukum yang senantiasa harus
serasi dengan tugas hnkum yang lain yakni kepastian
hukum. Dengan melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka
secra ideal akan tercapai tujuan-tujusn hukum,yakni
ketertiban dan ketentraman (Orde dan rust).

Dengan demikian dapat dikatakan, bhawa apabila
peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksana-
kan, maka masalsh keadilan peraturan tersebut bukanlah
merupakan satu-satunya masalah. Ada kemungkinan bahwa
pelaksanaaan peraturan mengalami hambatan-hambatan,
oleh karens penegak hukum ternyata tidak adil, atau
mungkin gaslitas vang ada tidak memungkinkan pelaksa-
naan peraturan perundéng—undangan secara adil. Bukan
mustahil bahwa peraturannya maupun pesnegaknya sudah

adil, akan tetapi waraga masyarakat terpaksa memberi



sumbangan olehkarensa langkanya fasilitas.

Dalam hsal hukum tidak tertulis ada asumsi yang
kuat, bahwa hukum yang tidak tertulis senantiasa adil,
oleh karena merupakan hukum yang hidup dalam masyara-
kat. Apakah kenyatasanya selalu demikian? Di dalam
kenyatasnnysa ada hukum tidak tertulis yang dipatuhi
dan dilaksanakan secara sukarela (vrijwillige navel-
ing) secar sukarela disini berarti, bahwa kepatuhan
terjadi oleh karena hukum tidak tertulis tadi sesuvai
dengan niléi—nilai vang dianut secara pribadi, sse-
hingga dirssakan sebagai sesuatu yang adil.

Dsisamping kenyatasn tersebut diatas, maka ada
hukum tidak tertulis yang dipatuhi atau dilaksanakan.
oleh karenanys dianggap adil oleh lingkungan sosial.
Mungkin hal itu juga dianggap adil oleh pribadi yang
menjadi anggota lingkungan tersebut, sehingga tidak
menimbulkan masalah. Akan tetapi kalau pribadi-pribadi
tertentu mengangapnya tidak adil dan terpakss mematuhi
hukum tidak tertulis tersebut, maka pelsksanaan hukum
tidak tertulis dilakukan demi hubungan baik dengan
lingkungan (gesteunde naveling).

Kalau hukum tidak tertulis dipaksakan berlsaku-
nya dari atas, misalnys oleh‘ péjabat—pejabat atau
petugas-petugas hukum tertentu, maks terjadi apa vyang
disebut gedwongen naveling. Para pribadi yvang mengan-
gapnya tidak adil, terpaksa memsatuhi hukum tidak

tertulis tersebut, mungkin karena ada rasa takut dan
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demi hubungan baik dengan pejabat-pejabat tersebut.
Dini berlaku suatu keadilan vyang dipaksakan, atau
suaty keadilan vyang semu, dimana terjadu kepstuhan
hukum vyang danngkal, yang tidak mustahil disertai
suatu perlawanan diam-diam yang pads suatu saat akan
meletus.S?

Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa salsh
satu syarat dari adanya hukum yang baik bukan semata-~
mata tergantung dari derajat efektifitasnva di dalam
masyarakat.> Masalah vang lebih mendalam lagi adalsah
gampal sejauh manakan tugas hukum untuk mencapsi
ketentraman terlakana melalui kesebandingan? |

Masalah keadilan bukanlah suatu hal yang mudah,
Keadilan dapat tidak semata-mata melalui hukum, oleh
‘karena ada hukum yang tidsk adil. dalam hal inl warga
masyarakat hendaknya menyadari, bahwa yang menjadi
tugas hukum adalah keadilan dalam arti kesebandingan.
Kalau yang ingin dicapal kesamsratasn, maka pengunaan
hukum untuk mencapai itu mungkin kurang tepat atau
dilakukan secara terpaksa.

Adanya ketertiban santar pribadi, ditandai
dengan adanya beberapa ciri misalnys 4)

1. Adanya sistem pengendalian yang mantap terhadap

terjadinya kekerassn.

I Erof. DR, Satiipto Rabadjo. permasalaban dukum DL Trdonossda

M Beimand Op.cit
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Kesrsgaman pada kasdah-kaedah hukum.
3. Konsistensi.
4. Keteraturan
5. Karensa adanya | keteraturan, maka proses
kemasyarakstan dapat diproyeksikan arahnya.
6. Stabilitas yang nyata
Ciri-ciri tersebut di atas seyogyanya serasi
dengan beberapa faktor vang menandai adanya
ketentraman pribadi vang bersifat intern yaitu
1. Tidak adanya kekhawatiran akan ancaman dari luar.
2. Tidak adanya kekhawatiran yang disebabkan ketidak-
seimbangan jiwa.
3. Tidak adanya kepincangan moralitas seseorang
Masalah-masalah tersebut di atas, tentunys
tidak  dapat dilepaskan dari kenyatasan, bahwa
berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan
vang serasi antara hukum, fasilitasnya dan masyarakat
vang diaturnya. Kepincangan pada salah satﬁ unsur,
mungkin skan mengakibatkan bshwa seluruh sistem akan
terkena pengarph negatifnya. Misalnys kalau hukunm
tertulis yang mengatur suatu bidang kehidupan terlalu
kaku atau terlalu luwes, maka seluruh sistem bidang
kehidupan tersebut (dan bidang-bidang lainnya vang
saling berkaitan) akan berproses dalam kepincangan-
kepincangan. Maka, seluruh lapisan masyarakat akan
merasakan akibatnya yang pahit. Oleh karena itu, maka

didlam twulisan ini skan digambarkan secars singkat



beberapa faktor yang mungkin menghalangi penegakan
hukum, atau setidak-tidaknya mengangu proses penegakan
tersebut. Faktor yang melekat pads diri manusia, vang
mungkin menempsti pelbagai kefufukan di dalam masyara-
kat, dan juga melsksanakan beberapa peranan.

Di dalam kehidupan sehari-hari seringkali
dilihst perikealskuan-perikelakuan, vang merupakan
akibat daripada keinginan yang kuat untuk wmencapai
tujuan dengan cara yang semudah-mudahnya dn sesingkat-
singkatnya. Di kota Jakarts, misalnya, sudah merupakan
pemandangan yang biasa bahwa bahwa pejalan kaki vyang
menyeberang, tidak mempergunakan Jjembatan penveberan-
gan yang sudah tersedis, demi tertibnya 1lalu lintas
dan demi keselamatan jiwasnya. Bis kota pun tidak
jarang tampak penuh sekali dengan penumpang, oleh
karena ada sikap "pokoknya sampal ke tewmpat Ltujuan”,
kalaun ditanyakan mengenai peraturan, itu soal nomor
kesekian.

Keinginan yang kuat untuk mencapail tujuan
dengan cara yvang semudah-mudahnya dan yang sesiﬁgkat—
singkatnya terwujud pula didalam perikelakuan vyang
nyata untuk meninggalkan tata cara atas dasar “wandel-
eid” (artinya sukar untuk diterjemahkan, oleh karena
kita sudah terlampau biasa dengan istilah “kebijaksa-
naan”, baik untuk hal-hal yang baik maupun vyang me-
nyimpsng). Contoh nyata adalah masalah ijasah palsu

yang beberapa waktu yang lalu, pernah dihebohkan.



Salah satu sebab dari timbulnya :jalsn memintas” dalam
soal 1ijasah tersebut, adalah karena yang sangat dia-
gungkan seorang sarjana hukum ternvata memperoleh
ijazah secara tidak wajar, pasdahal sevogianys disa
mengetahul hukum.

Salah satu pemecahan yang dapat dilakukan untuk
mengatasi masalah tersebut diatas adalah, adalah
dendan melakukan pendidikan baik secara formal maupun
informsl. Walaupun di dalam perikelakuan hukum sozal
remberian teladan memegang peranan yang penting, akan
tetapi kalau tidak ada teladan vang baik terhadap
kepatuhan hukum, maka dapatlah ditekankan bahwa tela-
dan tersebut tidaklah untuk ditiru. Lagi pula, Jjalan
memintas dengan segals resikonys, pastl pada suatu
waktu skan terbongkar dan yang merasakan akibatnya
adalah terutama yang bersangkutan sendiri

Di dalam kehidupannya, manusia antara lain
dapat berpegang pada‘pasangan dua nilai yang tidak
jarang bersitegang. Salah satu pasangan dua nilai-
nilai tersebut, adalah niali kebendaan dan nilai
keakhlakan. apabila manusia mau hidup dengan tenteram,
maks seyogianya dia mengusahakan agar terdapat kesera-
sian antara kedua.nilai tersebut..Sébab, mementingkan
kebendaan saja juga tidak baik, dan demikian falsafah-
nya; tetapi bagaimanskah kenyatasnys 7

Masalah "mengutamakan nilai kebendaan” sebenar-

nys berkaitan erat dengan siksp mengambil jalan memin-



tas, sebagal salah satu akibat daripada pengutamaan
nilai kebendaan adalah, bahwa yang merupakan “"white
collar crime” maupun ”blﬁe collar erime”. Salah satu
akibat daripada pengutamaan nilai kebendaan adalah,
bahwa seseorang menjadi kurang mampu untuk menunda
pemussan suatu kebutuhan, dalam hal ini terutama
kebutuhan material.

Hal yang divraikan di mwuka merupakan salah satu
sebab terjadinya pelbagai peristiwa pidana yang diser-
tai dengaﬁ tindakan-tindakan sadistis, seperti misas-
alnya, kasus Henny lihiang, Nurdin koto, dan 1lain
sebagainya. Nyawa manusia diangap tidsk berharga deni
tercapainya tujuan-~tujuan yang menekankan pada faktor
kebendasan belaka.

Penekanan pada nilai kebendaan sangat menyulit-
kan penegakan hukum yang baik, oleh karena di dalam
menghadapi tata cara yang telah diatur oleh hukum,
biasanya timbul niat untuk menyimpanginya dengan
memberikan uang (atau lain-lain benda) sebagai peli-
cin, sering kali menimbulkan keinginan-keinginan vyang
melebihi kemampuah pelbagai kebutuhan. Dengan demikian
maka timbullah tindakan~tindakan yang melanggar hukum
vang tidak jarané dilakukan secara sadar.

Mengutamakan nilai kebendaan memang merupakan
hak azasi pihak lain untuk tidak terkena akibgt nega-
tif dari tekansn terhadap nilai kebéndaan. Penangulan-

gan terhadap akibat-skibat negatif tersebut adalah,
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antara lain, melembagakan sikap bshwa prestasi merupa-
kan masalash vyang pokok di dalam proses pembangunan
tidak akan mungkin berhasil apabilé dilakukan sastas
dasar prestise belaka.

Ada suatu kenbenderungan vang kuat dalam masya-
rakat, untuk mematuhi hukum oleh karena rasa takut
terkena sanksi negatif apabila hukum tersebut dilang-
gar. Slah satu efek yang negatif adalah, bahwa hukum
tersebut tidak akan dipatuhi apabila tidak ada vyang
mengawasi pelaksanaanya secara ketat. Dimana peraturan
tidak diawasi secara ketat, maks di situlah “peluang”
untuk menerobosnya.

Salah satu sakibat 1lain dari kecenderungan
tersebut diatas adalsh, adanya kesan yang kuat bahwa
hanya hukum vang mempunyai sanksi apabils dilanggar.
Padahal di dalam masyarakat dikenal dan diakui adanya
kaedah-kaedah lainnys, seperti kaedah-kaedah
agama, kesusilaan dan kesopanan, yang apabila dilanggar
juga =ada sanksi-sanksinya. Akibat selanjutnys adalah
bahwa segala sesuatu hendak diatur dengsn hukum
(terutama hukum pidana) dengan tuojuan sgar masyarakat
mematdhinya, sebab ada sanksinya apabila dilanggar.
Akhirnya, hukum itu sendiri tidak efektif oleh karena-
nya terlampau banyak dipergunakan tanpa adanysa akan
kemungkinan-kemungkinan pengunaan sarana-sarana pen-
gadilan soisal lainnya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka



kemungkinan besar kepatuhan warga masyarakat terhadap
peraturan tertulis mengenai kewajuban memiliki kartu
tanda penduduk bagu penduduk Jakarta yang berusia 17
tahun keatas (atau yang belum mencapai usia tersebut,
tetapi sudah meniksh) akan meningkat, apabila kegu-
naannys yvang lebih menonjol. Apabila hanya sanksi yang
ditonjolkan maka setiap kali harus ada razia KTP, yang
memerlukan biaya dan tenaga yang sebenarnya dapat
dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan biaya dan
tenaga sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan
lainnya. Hendaknya atursn-aturan pidana diterapkan
pada " instasi terakhir, apabila aturan pidana pada
instasi pertama sudah tidak berhagil, mska apalsgi
vang akan diterapkan apabila landasan hukum masih
tetap dihormati dan diterapkan secara konsekuen?

Hukum pada hakekatnya merupakan suatu pesan,
agar warga masyarakat atau pemimpinnya melakuka perbu-
atan-perbuatab tertentu, atau bahksn tidak melakukan
sama sekali. Komunikasi merupakan tahap pertama dari
penyampaisn pessn tadi, sebsb yang dituju adalah bahws
wargs masyarakat berperilaku menurut hukum (yang
isinya berupa pesan). _ o

Apabhila diperhatikan, kehidupan sehari-hari,
maks tidak jarang bahwa perilaku hukum tersebut seo-
lah~olah dipaksakan oleh suatu kekuatan tertentu.
Mungkin paksaan tersebut datang dari negara melalui

petugas-petugasnys, atau mungkin dari bahagian terbe-



sar warga masyarakat. Namun demikian, paksaan tersebut
merupakan suatu proses yang mempunyai derajat-
derajatnya. Badaimanapun memaksanya, akan tetapi hukum
sebenarnya merupakan sesuatu yang memberikan peluang
untuk berperilaku, asslkan didslam batas-batss vyang
diberikan oleh hukum tersebut. Masalahnya adalah kalau
hukum yang berupa sustu pesan dilaksanakan bagaimans-
kah reaksi warga masyarskst kepada siapa  hokum  stan
pesan tadi tertuju 7 |

Seéara sederhana dapatlah dikatakan, bahwa
skibatnya mungkin warga masyarakat mematuhinya atau
menyeleweng |{ tidak taat . Dengan demikian, warga
masyarakat mempunyai pilihan untuk memsatuhl atau tidak
taat. Masalahnya adalah, fakto-faktor apakah vang
berpengaruh terhadap pengambilan untuk memilih dianta-
ra ke dus alternatif tersebut ?

Oleh karena itu perilaku hukum sebenarnys
merupakan suatu keputuéan untuk memilih, maka masalah-
nysa berkaitan erat dengan cita-cita dan motif-motif
vang ads pada masyarakat kepada siapa hukum atau pesan
tadi tertuju. Walaupun cita-cita dan nmotif-motif
terssbut sangat panyak, akan tetspi hal itu dapsat di
klasifikasikan ke dalam gdiongan—golongan' sebagati
kerikut :97

1. Kepentingan dari pribadi. Misalnysa, ada yang ‘mema-

Bitied o Sepemardian, Teknologl dan Tinkanan sosial  Jakar ta
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tuhi persturan lalu lintas, oleh karena ingin
menghindarkan diri dari kecelakaan mungkin akan
menimpanya. Dia merasa khawatir akan mencelaki
dirinys sendiri dan Jjuga pihak-pihak lainya, vyang
mungkin menimbulkan suatu urusan yang tidak mudah
diselesaikan.

Takut terkena sanksi negatif, apabila melanggar
hukum.

Respons terhadap pengaruh sosial atau pengaruh.
lingkuﬁgan. Seseorang vang melanggar hukum, namanysa
kan tercantum di dalam media massa; dia akan
menanggung atau mungkin kehilangan pekerjasan/mata
pencahariannya.

Aaanya kesadaran dalam diri manusia, bahwa
perbunatan menyeleweng adalah perbuatsan yang sangat
tercela. Oleh karena itu, maka manusia senantiasa
harus menghindarkan diri dari perrbustan-perbuatan
menyeleweng tersenut. Sudah tentu bahwa faktor-
faktor lainnya juga berpengaruvh, misalnya faktor
pribadi dan Jjuga kebudayaan. Hal ini sangat
menentukan, sampai ssejauh manakah hukum sebagai
sautau pesan, dipatuhi oleh warda masyarakat.
Disinilah muncul masalah “he@genai teknik-teknik
atau cara-cara manakah yang paling tepat untuk
golongan masyrakat tertentu, dan materi hukum
apakah yang dapst yang diberikan melalui teknik-

teknik atau cara-cara tertentu. Sebsb, hal inilah



vang akan menentukan efektif atau tidak efektifnya

penyuluhan hukum yang dilakukan.

IN.. . PENUTUP DAB SARAN

i.

PENUTUPRP

Di muka telah dijelaskan secara garis besar,
faktor-faktor yuridis sosiologis dan pssykologis yasng
dapat mempengaruhi penegakan hukum, faktor filosofis
kemudian m&noul, di dalam kesadaran hukum yang sangat

berpengaruh terhadap penegakan hukum.

Sudah tentu, bahwa sgar supayva hukum memnpunyai
dampak vyang positip haruslah diusahakan, bahwa hukum
positip vang ada, mempunyai taraf‘éinkronisasi verti-
kal dan horisontsl yang selaras. Disampingitu, mak
para penegak hukum haruslah mempunyai kepribadian yang
baik, misalnya éenegak hukum tidak berorientasi pada
kedudukan, akan' tetapi.lebih~lebih pada fungsinva.
Lagi pula, para penegak hukum diharapkan memberi
teladan dalam kepatuhan hukum, kepada warga masyarakat
Pembentukan pandangan terhadapa hukum vang positip
bagi semua pihak, bukanlah merupakan pekerjaan vyang
mudah. Mungkin diperluk#ﬁnyafZRQgiatan*kegiatan vang
direncanakan dengan baik; dengéﬁvsetiap kali mengada-
kan evaluasi apabila suatu renéaﬁé}ﬁersebﬁt seharraus-
nya dididik atas dasar orientasiﬂjmasalah, sehingga

v D s
penerapan hukumnya tidak terlalu kaku
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SARAN

Agar masyrakat disamping memataati hukum serta
memahsmi hukum, fasilitas yang mendukung proses penga-
kan huokum haruslah memadai, sehingga tidak terjadi
semacam kanibalisme, Disamping itu, maka warga masya-
rakat harus dididik agar dapat mematuhi hukum; pener-
angan hukum tidaklah semata-mata bertujuan agar supaya
warga masyarakat tahu dan memahami hukum akan tetapi
juga taat pada hukum serta memahami hukum itu.

Pegunaan hukum sebaiknya dilakukan secara
selektif. Hal ini disebabkan oleh karena huukum vyang
diterapkan hendanya merupakan hukum yang adil, sedang-
kan keadilan mempunyai bermacam-macam makna. Lagi pula
masalah keadilan merupakan masalsh kententraman priba-
di manusia yang urusannya tidak diatasi dengan pengu-

naan ketertiban semat-mata.
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